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11..  PPeennddaahhuulluuaann  

Jabodetabek adalah suatu wilayah metropolitan skala besar berpenduduk 21 juta jiwa, yang terdiri 
atas DKI Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, dan 7 (tujuh) pemerintah daerah di sekitarnya 
(Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Depok dan Kabupaten dan Kota 
Bekasi). Total Produk Domestik Regional Bruto Jabodetabek pada tahun 2002 diperkirakan Rp 351 
triliun atau 22% dari Produk Domestik Bruto Nasional; sehingga Jabodetabek secara strategis 
merupakan wilayah yang paling penting di Indonesia.         
Untuk mengurangi dampak krisis ekonomi dan finansial yang terjadi pada akhir tahun 1990an, 
program jaring pengaman sosial serta program-program mendesak lainnya telah dilaksanakan. Mulai 
sekarang dirasa perlu untuk mengarahkan fokus pada upaya pembangunan ekonomi yang 
berkesinambungan untuk menciptakan tata kehidupan yang lebih baik di wilayah Jabodetabek serta 
mendorong pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia.   
Upaya untuk menarik lebih banyak investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri merupakan 
salah satu isu penting dalam meningkatkan perekonomian wilayah Jabodetabek. Namun demikian, 
kondisi sistem transportasi yang kurang efisien, misalnya aksesibilitas angkutan barang yang kurang 
baik ke Pelabuhan Tanjung Priok, telah membuat daerah ini menjadi kurang menarik bagi para 
investor. Oleh karenanya pembangunan jaringan transportasi yang efisien dan dapat diandalkan 
menjadi hal yang sangat mendesak untuk dapat menarik kembali investor ke daerah ini.      
Kemacetan lalu lintas di wilayah perkotaan juga merupakan masalah pelik yang dihadapi wilayah 
Jabodetabek dan diperkirakan akan akan semakin memburuk apabila tidak dilakukan perbaikan. Saat 
ini kerugian ekonomi tiap tahun yang disebabkan oleh kemacetan lalu lintas di Jabodetabek mencapai 
Rp. 3 triliun untuk biaya operasi kendaraan dan Rp. 2,5 triliun untuk waktu perjalanan. Lebih lanjut, 
apabila tidak dilakukan peningkatan hingga tahun 2020, maka jika dibandingkan dengan kondisi di 
mana sistem transportasi dibangun sesuai usulan Rencana Induk, akumulasi kerugian ekonomi akan 
mencapai hampir Rp.65 triliun (nilai present value dengan diskonto 12 persen), yang terdiri dari Rp 
28,1 triliun untuk tambahan biaya operasi kendaraan dan Rp 36,9 triliun untuk waktu perjalanan yang 
lebih lama.        

Meskipun laju pertambahan pendaftaran mobil dan sepeda motor sedikit tertahan oleh krisis ekonomi, 
namun dalam tahun-tahun belakangan ini jumlah mobil dan sepeda motor telah kembali meningkat. 
Salah satu penyebabnya adalah menurunnya tingkat layanan angkutan umum. Pada saat 
perekonomian daerah mulai pulih kembali, pendapatan nyata rumah tangga akan meningkat lagi 
dalam beberapa tahun mendatang dan diperkirakan bahwa motorisasi akan kembali meningkat. 
Apabila semakin banyak anggota masyarakat menggunakan moda transportasi pribadi, maka kondisi 
lalu lintas akan bertambah buruk dan pencemaran lingkungan akan lebih parah dari pada saat ini.     

Tampaknya sulit untuk mengharapkan bahwa keseluruhan investasi pada proyek-proyek 
pembangunan prasarana transportasi skala besar tersebut dapat ditanggung oleh pemerintah 
mengingat sulitnya situasi finansial saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Disamping penyediaan 
dana yang diperlukan untuk biaya operasi dan pemeliharaan fasilitas transportasi yang ada, perlu 
dipikirkan pula cara yang terbaik untuk membangun sistem transportasi guna memanfaatkan 
sebaik-baiknya sisa dana pembangunan yang masih tersedia.      

Studi SITRAMP membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang disebutkan di atas 
serta mengkaji sistem transportasi yang kiranya sesuai untuk masa mendatang melalui identifikasi 
dan pemahaman permasalahan transportasi yang dihadapi. Studi SITRAMP telah mengidentifikasi 
tujuan-tujuan pengembangan sistem transpsortasi yang harus dicapai dalam waktu dua puluh tahun 
ke depan beserta langkah-langkah kebijakan transportasi dan proyek-proyek yang diusulkan untuk 
mendukung pengembangan wilayah dan mengatasi permasalahan transportasi tersebut. Sebagian 
besar proyek/program tersebut membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder yang 
terkait dengan sektor transportasi termasuk masyarakat luas.       
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22..  IIssuu--iissuu  TTrraannssppoorrttaassii    

22..11  PPeerrmmaassaallaahhaann  ddaallaamm  KKoonntteekkss  PPeennggeemmbbaannggaann  WWiillaayyaahh    

2.1.1 Konsentrasi ke Jakarta  
Pengembangan pusat-pusat perkotaan 
di Bodetabek telah sejak lama 
diusulkan.  
Meski jumlah penduduk di Kota-Kota 
dan Kabupaten-Kabupaten meningkat 
dengan cepat, fungsi pusat-pusat 
perkotaan masih terbatas pada 
melayani penduduk di sekitarnya.      
Pusat-pusat perkotaan tersebut belum 
mampu menyediakan lapangan 
pekerjaan atau layanan perkotaan yang 
memadai. Setiap harinya sekitar 
700.000 orang melakukan perjalanan 
dari  Bodetabek ke Jakarta.   
Bila kecenderungan yang 
mengandalkan Jakarta terus berlanjut, 
ditambah lagi dengan meningkatnya 
penggunaan mobil pribadi, maka 
pembangunan jalan tidak akan mampu 
mengejar peningkatan permintaan lalu 
lintas.   

2.1.2 Akses yang Kurang Memadai ke Pelabuhan Tanjung Priok  
Pelabuhan Tanjung Priok adalah pintu gerbang internasional bagi kegiatan impor dan ekspor 
kebutuhan komoditas. Saat ini akses ke pelabuhan membutuhkan waktu yang lama karena 
kemacetan lalu lintas. Kelambatan tersebut mengakibatkan menurunnya daya saing produk di pasar 
internasional dan memperburuk pertumbuhan ekonomi daerah ini.    

2.1.3 Kurangnya Rute Alternatif ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta  
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta merupakan pintu gerbang utama bagi para penumpang 
bisnis dan wisatawan dari/ke wilayah Jabodetabek maupun wilayah lain di Indonesia. Pada beberapa 
kesempatan akses ke jalan tol ke bandar udara sering terputus karena banjir dan menimbulkan 
kesulitan untuk mencapai bandar udara karena kurang tersedianya rute alternatif yang memadai.      

22..22  PPeerrmmaassaallaahhaann  ddaallaamm  KKoonntteekkss  TTrraannssppssoorrttaassii  PPeerrkkoottaaaann    
Berkembangnya kegiatan sosial dan ekonomi yang diikuti dengan pertumbuhan permintaan 
perjalanan di Jabodetabek menimbulkan berbagai macam permasalahan transportasi perkotaan.   

2.2.1 Kemacetan Lalu Lintas dan Struktur Perkotaan  
Konsentrasi permintaan perjalanan di wilayah Central Business District (CBD) menyebabkan 
kemacetan lalu lintas yang parah dan membuat angkutan bis serta kereta api menjadi penuh sesak, 
karena sebagian besar tarikan perjalanan “ke tempat kerja” terkonsentrasi di kawasan pusat di dalam 
jalur lingkar KA Jabotabek, kawasan segitiga emas yang baru berkembang “Sudirman-Kuningan” dan 
kawasan sepanjang jalan tol Cawang – Grogol – Pluit.   

 
 
 
 

Gambar 2.1  Peningkatan Perjalanan Commuter ke 
Jakarta dari Daerah Sekitarnya : 1985-2002 
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2.2.2 Kemacetan Lalu Lintas Lokal   
Banyak lokasi di Jabodetabek yang mengalami 
kemacetan lalu lintas hampir setiap hari. 
Beberapa akar penyebab kemacetan antara lain:  
(a) Lebar jalan yang tidak konsisten  
(b) Persimpangan : cycle length yang panjang, 
desain kanalisasi yang buruk, dsb. 
(c) Pemakai ruang jalan secara ilegal dan 
penggunaan jalan yang tidak semestinya.  
(d) Faktor lain: putaran, perlintasan KA sebidang, 
pertemuan arus kendaraan, perkerasan rusak, 
dan sebagainya. 

 

2.2.3 Lambatnya Pembangunan Jalan Dibanding Peningkatan Permintaan Lalu Lintas  
Jaringan jalan di Jakarta memiliki 
beberapa jalan arteri yang cukup 
lebar namun hanya didukung oleh 
jalan-jalan kolektor, yang 
menghubungkan jalan arteri dan 
jalan lokal dalam jumlah terbatas, 
sehingga hirarki jaringan jalan 
tidak tersusun secara baik.    
Sebaliknya, jaringan jalan di 
Bodetabek tidak terbangun 
sebaik DKI Jakarta.  
Meski struktur perkotaan 
Jabodetabek berubah secara 
cepat dan dinamis, namun 
jaringan jalan yang melayani 
Jakarta dan daerah sekitarnya 
belum diperluas sesuai dengan 
pertumbuhan pengembangan 
perkotaan tersebut.      

 

Photo 2.1 Penyebab Kemacetan Lalin Lokal

Gambar 2.4  Jaringan Jalan Tahun 2002 

Gambar 2.2  Lokasi Fasilitas Komersial 
dan Bisnis  

Gambar 2.3  Kepadatan Perjalanan Mobil 
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2.2.4 Upaya Manajemen Permintaan Lalu Lintas yang Kurang Efektif  
Skema “3-in-1” tampaknya cukup efektif dalam 
mengurangi jumlah kendaraan yang memasuki zona 
pembatasan lalu lintas dan membuat arus lalu lintas 
lancar selama waktu pembatasan. Beberapa 
kekurangan, diantaranya:  
1) Permintaan lalu lintas pada jalan paralel 

meningkat selama jam-jam pembatasan,   
2) Adanya penggunaan “jockey” menurunkan 

efektivitas kebijakan pembatasan lalu lintas ini,   
3) Tidak ada pendapatan yang dapat dikumpulkan, 

sementara di lain pihak perlu dikeluarkan biaya 
bagi polisi lalu lintas untuk menegakkan 
peraturan.  

Skema “3-in-1” dapat diubah menjadi kebijakan skema road pricing dengan tujuan untuk 
mengumpulkan sebagian dana yang diperlukan guna membangun prasarana transportasi.   

2.2.5 Angkutan Umum yang Memburuk  
KA Jabotabek dengan jaringan rel sepanjang 160 
kilometer mengangkut sekitar 400 ribu penumpang 
per hari. Tingkat layanan angkutan kereta api masih 
rendah, ditandai dengan rendahnya kapasitas 
angkut, kurangnya frekuensi perjalanan, 
keterlambatan kedatangan dan keberangkatan, 
banyaknya gerbong yang rusak dan tidak nyaman, 
kurangnya fasilitas stasiun maupun stasiun plaza, 
serta kondisi jalan akses ke yang kurang baik.     
Bis memiliki peran penting dalam sistem angkutan 
umum di Jabodetabek. Sayangnya, tingkat layanan 
angkutan bis saat ini juga rendah. Tidak tepat waktu, 
operasional bis yang tidak sesuai rute, waktu 
menunggu yang lama, rasa kurang aman di dalam 
bis, kondisi bis yang tidak bersih – hal-hal semacam ini hanyalah sebagian contoh dari rendahnya 
layanan angkutan bis.      
Masalah lain di sektor angkutan umum adalah fasilitas antar moda yang kurang efektif. Hanya sedikit 
stasiun kereta api yang memiliki plaza stasiun dan fasilitas “park and ride”, sedangkan terminal bis 
selalu dipadati oleh kendaraan bis yang jumlahnya melebihi kapasitas tampungnya.     
Permasalahan tersebut antara lain disebabkan oleh kurangnya perencanaan angkutan umum yang 
efektif serta kurangnya monitoring dalam pengoperasian.    

2.2.6 Menurunnya Kualitas Lingkungan  
Jabodetabek tergolong sebagai salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia dan hal ini 
telah menjadi isu kronis yang mengancam kesehatan penduduk kota. Tingginya konsentrasi PM10 di 
tepi jalan sebagaimana dipantau oleh SITRAMP menunjukkan bahwa kendaraan bermotor menjadi 
sumber utama polusi di lapisan bawah pada kawasan yang berdekatan dengan jalan-jalan yang 
sangat macet.  Menurut estimasi yang dibuat Tim Studi, dampak kesehatan dari PM10 in 
Jabodetabek dapat bernilai Rp 2,815 triliun pada tahun 2002.  
Parahnya masalah polusi kebisingan ini ditunjukkan oleh fakta bahwa semua tingkat kebisingan yang 
dipantau pada siang hari berada jauh di atas ambang. Khususnya bis-bis dan truk-truk kelas berat di 
Jabodetabek kebanyakan merusak, yang berjalan dengan membunyikan klakson dengan nyaring.     

Photo 2.3  Penumpang KA yang Berjubel

Photo 2.2  Rambu 3 in 1  
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Masyarakat Berpenghasilan Menengah  Masyarakat Berpenghasilan Rendah  

Gambar 2.5  Distribusi Tempat Tinggal Pekerja yang Ulang Alik ke CBD 

2.2.7 Kecelakaan Lalu Lintas dan Kecelakaan KA  
Jumlah korban kecelakaan lalu lintas telah menurun cukup signifikan sampai sepertiga dalam 
tahun-tahun terakhir ini, namun jumlah korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas belum 
berkurang. Tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan tol juga berangsur-angsur menurun tetapi tingkat 
kematiannya masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju.   
Angkutan KA umumnya dianggap sebagai moda yang aman dibanding moda angkutan jalan raya, 
akan tetapi asumsi ini tidak berlaku dalam hal KA Jabotabek. Selama periode 2000-2002, telah terjadi 
kecelakaan sebanyak 174 kali termasuk tabrakan yang parah.   

2.2.8 Kurangnya Lampu Lalu Lintas  
Lampu lalu lintas amat berguna bagi pejalan kaki untuk dapat menyeberang jalan dengan aman. 
Namun demikian, di DKI Jakarta jumlah persimpangan yang dilengkapi lampu lalu lintas hanya sekitar 
42 persen dari seluruh persimpangan jalan yang ada; suatu jumlah yang relatif rendah untuk wilayah 
perkotaan. Kondisi di Bodetabek lebih buruk lagi, di mana hanya 21 persen saja yang dilengkapi 
lampu lalu lintas.   

2.2.9 Rendahnya Aksesibilitas bagi Rumah Tangga Kurang Mampu  
Bagi masyarakat kurang mampu, kurangnya akses yang dapat terjangkau akan memperkecil 
kesempatan mereka untuk memanfaatkan peluang ekonomi dan layanan sosial yang tersedia. 
Masalah aksesibilitas bagi masyarakat kurang mampu di perkotaan timbul karena kurangnya 
pendapatan rumah tangga untuk membayar ongkos angkutan. Keterisolasian adalah karakteristik 
utama kemiskinan, yang menyebabkan mereka menjadi terputus dari berbagai fasilitas, layanan, 
pasokan, jaringan maupun partisipasi dalam kehidupan sosial politik yang lebih luas.      

Tabel 2.1  Biaya Transportasi dalam Pengeluaran Rumah Tangga  

Biaya Angkutan Umum Biaya Kendaraan Total Biaya Transport  
Kelompok Pengeluaran Rp 

(a) 
% dari 
total 

Rp 
(b) 

% dari 
total 

Rp 
(c) = (a) + (b) 

% dari total 
pengeluaran 

Rendah  91.078 14,2% 19.995 3,1% 111.073 17,3% 
Menengah 189.265 13,7% 89.582 6,5% 278.847 20,1% 

Tinggi 367.368 10,9% 271.750 8,1% 639.118 19,0% 
Sumber: Survey sosial SITRAMP, 2002 

Dengan sekitar 20 persen pengeluaran rumah tangga digunakan untuk transportasi, maka para 
pekerja berpenghasilan rendah terpaksa harus tinggal relatif dekat dengan tempat kerjanya, yakni 
pada umumnya di dekat CBD. Dengan begitu mereka hanya dapat menjangkau perumahan di daerah 
padat penduduk di DKI Jakarta dengan luas rata-rata hanya 35 meter persegi.     
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2.2.10 Bis Menolak Mengangkut Pelajar  

2.2.11 Bis Menolak Mengangkut Pelajar  
Para awak bis seringkali menolak untuk mengangkut pelajar karena ongkos yang mereka bayar lebih 
rendah dari penumpang biasa. Perlakuan kurang adil ini salah satunya disebabkan oleh penerapan 
sistem “setoran”, dimana awak bis harus mengumpulkan pendapatan yang cukup untuk menutup 
biaya sewa bis, biaya bahan bakar dan biaya operasional lainnya.     
 

2.2.12 Kurangnya Fasilitas Transportasi bagi Penyandang Keterbatasan Fisik   
Tampaknya tidak banyak perhatian 
diberikan terhadap penyediaan fasilitas 
transportasi bagi anggota masyarakat yang 
memiliki keterbatasan fisik seperti 
orang-orang tua dan penyandang cacat.    
Hampir semua stasiun kereta api tidak 
menyediakan elevator atau eskalator, 
sedangkan trotoar menuju halte bis 
kebanyakan rusak, sehingga mereka 
menemui kesulitan untuk menggunakan 
angkutan umum.   

2.2.13 Kelemahan dalam Koordinasi 
Perencanaan dan Pelaksanaan 
Proyek  

Diperlukan perhatian khusus tentang 
permasalahan yang terkait dengan 
perencanaan dan implementasi proyek, antara lain: 

• Kurangnya koordinasi antara proses perencanaan dan penyediaan dana pembangunan di antara 
instansi terkait,   

• Kurang efektifnya koordinasi perencanaan di antara sub-sektor transportasi yang berbeda,  

• Kurang efektifnya koordinasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, dan  

• Lemahnya koordinasi perencanaan antara sektor transportasi dan sektor pembangunan lainnya, 
seperti pengembangan perumahan dan pengembangan sistem kereta api.    

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sangat diperlukan adanya suatu institutsi yang mempunyai 
kewenangan yang kuat bagi otorisasi perencanaan tingkat Jabodetabek yang meliputi berbagai 
pemerintah daerah, dengan didukung oleh staf teknis dan dana yang mencukupi.   

Photo 2.4  Kondisi Trotoar yang Rusak 
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